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Pembangunan tahap Il Jembatan Way Sekampung Kresnowidodo-Negara Saka
Kabupaten Pesawaran memiliki implikasi yang luas dalam mencapai
kesejahteraan masyarakat. Pembangunan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk
membuka terisolasinya daerah akibat infrastruktur lama sudah rusak dan hanya
jembatan gantung. Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran memiliki
tanggungjawab dalam pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Perwujudan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah melalui Dinas Pekerjaan
Umum dalam menyikapi permasalahan sosial tersebut dilakukan dengan
menerapkan prinsip akuntabilitas terhadap pembangunan tahap Il Jembatan Way

Sekampung Kresnowidodo-Negara Saka.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas Pembangunan
Tahap Il Jembatan Way Sekampung Kresnowidodo-Negara Saka Kabupaten
Pesawaran. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan
menggunakan jenis data primer berupa interview (wawancara) dan data sekunder

berupa dokumen atau literatur penunjang dan observasi.
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas Pembangunan Tahap Il
Jembatan Way Sekampung Kresnowidodo-Negara Saka Kabupaten Pesawaran
diwujudkan dalam beberapa hal antara lain: pertama, penyusunan rencana kerja
dokumen perencanaan tahunan, Dinas Pekerjaan Umum bertindak sebagai
fasilitator dalam program pembangunan. Usulan tentang pembangunan berasal
dari aspirasi masyarakat yang ditampung dalam suatu forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diselenggarakan oleh masyarakat
desa Kresnowidodo dan Negara Saka. Musrenbang berorientasi untuk penjaringan
aspirasi masyarakat, penentuan arah kebijakan SKPD, penyusunan Kebijakan
Umum Anggaran (KUA) APBD vyang selanjutnya di usulkan ke DPRD untuk
kegiatan pembangunan. Perencanaan secara teknis dalam kegiatan pembangunan

diserahkan kepada pihak ke-111 (pihak rekanan atau konsultan perencana).

Kedua, pelaksanaan akuntabilitas pembangunan secara teknis diwujudkan melalui
tahapan-tahapan untuk menentukan pengukuran kinerja pembangunan. Evaluasi
dan kesesuaian terkait dengan pekerjaan konstruksi didasarkan pada pengamatan
kurva S oleh Dinas Pekerjaan Umum yang terdiri dari PPK, PTK, dan konsultan
pengawas. Ketiga, evaluasi dan pelaporan Pembangunan diwujudkan dalam
bentuk pengawasan yang dilakukan oleh konsultan pengawas dan pihak ke-I1lI
(pihak rekanan) dengan melakukan audit dan pengawasan laporan harian,
mingguan dan bulanan yang di sampaikan kepada PPK dan PTK atas hasil

pelaksanaan pembangunan terhadap semua item kontrak kerja pembangunan.
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